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ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Study Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)

OLEH :

MARKUS REZEKI STAMBATON
NPM : 16.840.0066

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana
mengakibatkan kematian pada seseorang, tindak pidana pembunuhan ini bisa
diliat dari aspek kriminologi dan juga dan juga penindakan dapat dilakukan dari
segi delik materiil, delik materil atau delik dengan perumusan materiil adalah
delik yang dianggap selesai atau vooltooid dengan timbul akibat yang dilarang,
sesuai dengan pasal undang-undang kuhp. Permasalahan Penerapan pidana
materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana pidana
nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn yakni diatur pasal 338 dalam juncto pasal 351
ayat (3) Kuhp dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, factor yang
menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan individu seperti umur. Sex ,
kedudukan individu , masalah reaksi/liburan individu, agama individu , tempat
kejahatan , keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pembunuhan perkara pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn , adanya factor
kesengajaan dan sengaja dalam menghilangkan nyawa orang lain dan
terpenuhinya unsur alat bukti saat dalam persidangan. metode penelitian yang
digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang
dilakukan berdasarkan sumber bacaan , yakni undang-undang , buku- buku,
penelitian ilmiah , artikel ilmiah , media massa , dan jurnal hukum yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini , dalam penelitian
mengandung data primer dan sekunder .Field research dalam hal ini penelitian
terjun langsung kelapangan, hasil penelitian ini langsung melalukan penelitian ke
Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn
dengan cara wawancara.Hasil penelitian ini adalah penerapan pidana materil
terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor
2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn , factor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya
tindak pidana pembunuhan berdasarkan aspek kriminolgi, pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara
pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, penerapan sistem hukum antara lain
struktur dan substansi hukum, merata dalam masyarakat sehingga penegakan
hukum dapat berjalan seimbang dalam upaya pencegahan tindak pidana
pembunuhan dalam masyarakat.

Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan.kriminologi
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ABSTRACT
LEGAL STUDY ON THE CRIMINAL ACT OF ORDINARY MURDER
REVIEW FROM CRIMINOLOGICAL ASPECTS
(Decision Study Number 2853 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn)

By

MARKUS REZEKI SIAMBATON
NPM: 16.840.0066

FIELD CRIMINAL LAW

The crime of murder is a form of crime which results in the death of a person,
this crime of murder can be seen from the criminological aspect and also
prosecution can be carried out in terms of material offenses, material offenses or
offenses with the formulation of material is an offense that is considered
completed or vooltooid with results that are prohibited, in accordance with the
articles of the Criminal Code. The problem of applying material punishment to the
perpetrators of the crime of murder in the criminal criminal case number
2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn which is regulated in article 338 in conjunction with
article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and is in accordance with the laws
and regulations, the factors that cause the occurrence of the crime of killing
individuals such as age. Sex, individual position, individual reaction/holiday
problems, individual religion, place of crime, family circumstances in relation to
crime. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the crime of
murder in the criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the existence of a
deliberate and deliberate factor in killing other people's lives and the fulfillment of
elements of evidence during the trial. The research method used is library
research, namely research conducted based on reading sources, namely laws,
books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals
related to the material discussed in this thesis. in the study contains primary and
secondary data. Field research in this case the research goes directly to the field,
the results of this research directly conduct research to the Medan District Court
with decision number 2853/P1d.B/2018/Pn.Mdn by way of interviews. The results
of this study are the application of material crime to the crime of murder in the
criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the factors that lead to the
occurrence of the crime of murder based on the criminological aspect, the judge's
considerations in imposing criminal sanctions on criminal acts the murder of the
criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the application of the legal
system, including the structure and substance of the law, is evenly distributed in
society so that law enforcement can run in a balanced way in preventing the crime
of murder in society.

Keywords : Crime, Murder.criminology
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak
mementingkan orang lain, menjadikan manusia sebagai serigala bagi manusia
yang lain. Kesalahan pun tidak menjadi hal yang mustahil dilakukan bagi
manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang bisa merugikan
manusia lain. Namun disisi lain manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan
manusia lain dan selalu berkumpul membentuk kelompok manusia, sehingga
manusia juga disebut sebagai makhluk sosial.

Adanya sikap pembawaan pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri
dan kebutuhan membentuk kelompok, membuat manusia membutuhkan suatu
aturan yang dapat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang
lain. Aturan pun dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik
masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Aturan yang mengatur
tingkah laku manusia dalam kehidupan agar tercipta ketertiban, ketenangan,
kedamaian, dan kesejahteraan disebut sebagai norma atau kaidah'.

Norma atau kaidah dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau
sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu.
Norma yang berfungsi untuk mengatur berbagai jenis kepentingan di dalam
masyarakat, memiliki berbagai jenis. Salah satu jenis norma yang
mengandung unsur kaharusan atau moralitas dan mengakui sanksi sebagai
salah satu unsur esensialnya adalah norma hukum. Norma hukum dilahirkan

dari asas hukum, kemudian norma hukum yang melahirkan aturan hukum. 2

' Adami Chazawi , Pelajaran , Pidana ( Cet.I ; Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , (2002)
hlm 65
? Dr.Herlina Manullang. . S.H.,M.H Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan : (2015)

UHNPress
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Hukum dianggap sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas
hukum, normanorma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak
tertulis). Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota
masyarakat, sehingga hukum harus diterima secara nyata oleh masyarakat
serta digunakan sebagai living law.Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar
(UUD) 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini
mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan

bernegara maupun bermasyarakat.

A. Menurut Beberapa Pandangan Para Ahli Mengenai Pengertian
Hukum

1. Menurut Achmad Ali mengenai Hukum adalah seperangkat kaidah
atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga
dalam kehidupan bermasyarakatnya.

2. Plato mengemukakan pendapatnya mengenai hukum yaitu sebuah
peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat, baik
masyarakat dan pemerintah

3. Utrecht Hukum menurut pendapat Utrecht adalah himpunan atau
kumpulan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang
mengatur ketertiban masyarakat dan harus dipatuhi.

4. M. Amin Menurut pendapat S. M. Amin, hukum merupakan
sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi
yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan

keamanan di lingkungan masyarakat.

Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari
sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat
tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu
keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan
memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan saksi yang

sifatnya eksternal
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Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teroganisir dengan
baik serta kelompok cendekia di dalam masyarakat menegaskan bahwa negara
membutuhkan hukum diberbagai bidang. Salah satu sistem hukum yang
dibutuhkan oleh masyarakat sesuai perkembangannya adalah hukum pidana.
Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai
mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-
bidang hukum dan sifatnya belum tertulis”.

Hukum pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan perbuatan-
perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana
yang seharusnya dikenakan®

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat
dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi
yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga
merupakan bagian dari hukum publik, dimana objeknya ialah kepentingan-
kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh
pemerintah. Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah
menjadi kepentingan umum.

Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana,
biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu kepentingan hukum
negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.
Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari Negara secara
keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara.
Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai
ketentraman dan keamanan masyarakat.

Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari
seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan
kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam
hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik

dan kemerdekaan.

* Tim Redaksi , KUHP & KUHAP ( Cet .I ; Yogyakarta, Pose 2014 ) Hlm 87
4 -
Ibid him 29
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Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum
seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa
seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang
pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat
dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu
harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu
mateerieel delict. Delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah
delik yang dianggap selesai (vooltooid) dengan timbulnya akibat yang
dilarang.

Delik material merupakan perbuatan yang nanti dianggap delik selesai

setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.
Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan
mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan
nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa
mengadili pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim
harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau
tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat
dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus
memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat
dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang
tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang
lain.®

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa
masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan
dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang
ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai saksi terhadap

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

> Dr.Herlina Manullang , op cit,hlm 74
® Achmad Ali. 2011. Menguak Tabir Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia
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Untuk menjaga agar peraturan peraturan hukum itu dapat belangsung
terus dan dapat diterima oleh seluruh element masyarakat maka peraturan
peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan
asas- asas keadilan dari masyarat. Dengan demikian hukum itu bertujuan

menjamin ya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu

Berdasarkan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi diwilayah Hukum
Pengadilan Negeri Medan yang menjadi sorotan publik adalah adalah kasus
tindak pidana pembunuhan,yang terjadi didaerah kota medan adalah sebagai

berikut :

1. Kasus pembunuhan yang terjadi dikota Medan pada hari Rabu,06 juni
2018 sekiranya pukul 01.50 wib yang dimana menjadi korban
pembunuhan itu adalah Agen itu sendiri, pelaku pembunuhan adalah
HENDRI (30), yang dimana adalah customer korban yang merupakan
WIRASWASTA yang bertempat tinggal di Jalan Titi Papan Komp.Ivory
Kecamatan Medan Deli,Kota Medan.Dengan korban Agen (Rika) yang
berasal dari kecamatan Deli Serdang, Tanjung morawa. Lokasi
pembunuhan yaitu dirumah milik Hendri (tersangka) yang beralamat di

Jalan Titi Papan Komp.Ivory Kecamatan Medan Deli,Kota Medan.

Kasus putusan nomor : 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn ini merupakan kasus
pembunuhan yang pelakunya didakwa dengan dakwaan Alternatif adalah
pasal 338KUHP, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.Berdasarkan
uraian diatas, Peneliti ingin melakukan suatu kajian hukum dalam bentuk
penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pembunuhan.
Sehingga Penulis memilih judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pembunuhan di Tinjau Dari Aspek Kriminologi”7

7 Ahmad ali.Op cit halm 76
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1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang
dapatdiangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor
2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn?

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana
pembunuhan berdasarkan aspek kriminologi ?

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap
tidak pidana pembunuhanPerkara Pidana Nomor

2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap
tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor
2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn

2. Untuk mengetahui kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan
ditinjau dari aspek kriminologi dalam putusan nomor
2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn.adalah  menganalisis  dari  aspek
kriminilogi pembunuhan.

3. Untuk Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

terhadap tidak pidana pembunuhan Perkara Pidana

1.4.Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapakan dapat berguna untuk menambah
pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam
menyoroti kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau
dari aspek kriminologi
1.4.1.Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khusunya dalam analisis
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kajian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek
kriminologi
1.4.2 Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi
sumbangan pemikiran atau ilmu dan wawasan dalam kajian hukum

terhadap tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi.

1.5.Hipotesis

Hipotesis merupakan berasal dari bahasa Yunani : hypo = dibawah ; tesis
= pendirian, pendapat yang ditegakkan , kepastian hipotesis adalah jawaban
sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus masih
dibuktikkan kebenarannya , Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa
sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin
mendapat kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup
data untuk membuktikannya®, adapun Hipotesis yang diberikan dalam
rumusan masalah diatas adalah :

1. penerapan hukum pidana materiill terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan. Menemukan beberapa aspek titik terang yaitu melakukan
penyidikan, membacakan tuntutan dan dakwaan,menunjukkan barang/alat
bukti saat dan saksi dalam persidangan dan menjatuhan vonis hakim.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana
pembunuhan dari aspek kriminologi adalalah faktor kesalahpahaman yang
sering terjadi dalam individu

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tidak
pidana pembunuhanPerkara Pidana mengambil beberapa aspek hukum
yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang memutuskan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, terdapat banyak pertimbangan

yang membuat hakim dalam memutuskan saksi pidana

¥ Bambang Sunggono 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Hal 109
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal
dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda yang berasal dari Wet
Van Strafrecht (W.V.S). Kata Strafbaarfeit ini kemudian diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan
yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata feit itu sendiri didalam bahasa
Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti
dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.
Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk
menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa
memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang
dimaksud dengan istilah strafbaar feit tersebut. Namun, para penulis hukum
pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untukmenjelaskan
tentang arti dari istlah dari tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak
pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan
pengertian strafbaar feit atau tindak pidana’, berikut penulis rangkum
beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompei, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya

. 10
kepentingan umum”.

? Loc.Cit him 2
1% 1bid,hlm. 182
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Simons telah merumuskan strafbaar feititu “sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya
dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum”

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “strafbaar feit adalah kelakuan
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskandalam wet, yang bersifat
melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan
kesalahan.” Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan strafbaar
feit itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum.
Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan

perbuatan.’ !

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur.Istilah unsur dipergunakan sebagai
syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku
dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum
umum.Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya,
maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu tindakanmanusia,
dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang
dilarang oleh undang-undang.'?

Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua
macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.Yang
dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan, yang

dimaksud dengan wunsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

1 Ibid, him 12
12 |bid,hlm. 185
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hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaankeadaan
dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan."

a. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di
samping unsur-unsur objektif.Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal,
merupakan keadaan dimana yang sifat melawan hukumnya terletak dalam
hati sanubari pelaku sendiri.Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur
kesalahan.

Pada umumnya menurut para ahli hukum pidana, unsurunsur subjektif
terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,

2. Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya

itu dapat berupa kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa),

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan

pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan

pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari
suatu pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan.Walaupun kemampuan
bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus
ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku.Kemampuan bertanggungjawab
secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa
menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga
setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.'*

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu
pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat
dalam undang-undang.Kemampuan bertanggungjawab dianggap sebagai
keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat

untuk mampu bertanggungjawab yaitu, :

B EY. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan

Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
" P.AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hal.1-2
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1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal

makna dan akibat sungguhsungguh dari perbuatannya sendiri

2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa

bertentangan dengan ketertiban masyarakat,

3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan

itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti
kemampuanbertanggungjawab.Yang berhubungan dengan kemampuan
bertanggungjawabadalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan
dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan
bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu
karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
karena jiwa yang masth muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu

bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum'”.

Unsur kesalahan seclanjutnya adalah kesengajaan (dolus) dan
ketidaksengajaan (culpa). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah
yang mengenai kesengajaan (dolus). Menurut memorie van toelichting, kata
dengan sengaja (opzttelijk) adalah sama dengan willen en weten (dikehendaki
dan diketahui). Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak
pidana, pelaku menghendaki (willen) akibat dari perbuatannya, juga
mengetahui atau mengerti (weten) hal-hal yang pelaku lakukan'®,

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada
terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang dirumuskan
dalam undang-undang
Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga
umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk),

' Ibid., Hal.14
'® Wildiada Gunakarya, 2012 , Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana
Pendidikan, Bandung : Alphabet ,Hlm 13
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2. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  keharusan  (opzet  bij
nooddzakelijkheids-bewustzijn) atau sengaja dengan kesadaran tentang
kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan

3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-
bewustzijn) atau dolus eventualis.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang
telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan
ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan
(opzet bij noodzakelijheidsbewustzijn), yang bersangkutan sebenarnya tidak
menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai
keharusan demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan
(opzet bij mogelijkheids-bewutzjin), tarafmenghendakinya sudah sangat
menurun. Terjadinya akibat dalam perbuatan ini sebenarnya tidak
dikehendaki oleh pelaku, namun pelaku sudah mengetahui kemungkinan hal
tersebut akan terjadi tapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan
mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif kelalain atau culpa
pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif.Mengenai pengertian
kelalaian atau kealpaan (culpa) dan dasar pemikiran bahwa dipandang
perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan culpa
mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana.'’

Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak
menghendakinya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya
menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau
tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, “unsur unsur
yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan
(culpa)yaitu :

(1) pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat, dan

(2) pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid).”'®

7 Ibid, hlm.125.
'8 Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika.
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Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan
penghapus pidana.alasan-alasan penghapus pidanaadalah alasan-alasan yang
menyebakan seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah mengakibatkan
terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat
dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar dan alasan
pemaaf.Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf
berkaitan dengan sikap batin seseorang'’.

Salah satu yang termasuk dalam alasan pembenar adalah daya paksa dan
pembelaan terpaksa. Dalam Pasal 48 KUHP,dinyatakan bahwa siapa pun
yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak
dipidana. Daya paksa merupakan perbuatan yang dilakukan orang, dimana
fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-
tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

Pembelaan terpaksa, terdiri dari dua kata yaitu pembelaan dan
terpaksa.Pembelaan yang dimaksud memilki arti bahwa harus ada hal-hal
yang memaksa terlebih dahulu sebelum terdakwamelakukan perbuatannya.
Sedangkan, terpaksa diartikan tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk

pada saat-saat itu menghalaukan serangan.”’

Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksadilakukannya untuk
mempertahankan  dirinya atau diri  orang lain,mempertahankan
kehormatan atau harta benda sendiriatau kepunyaan orang lain, dari
pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada

saat itu juga, tidak boleh dihukum”

b. Unsur-unsur Objektif

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan

keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur

' Ibid. him 14
%% Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, him. 6
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objektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-
tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut
sebagai unsur perbuatan.Pikiran harus disalurkan oleh perbuatan, dan
perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum
mengaturnya. Cogotationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana
atas yang ada dalam pikirannya saja. Perbuatan yang diartikan secara luas,
terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya pembedaan antara
perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam
pembedaan jenis-jenis delik yang dikenal pembedaan antara delik komisi
(commissie delict), dimana seseorang melakukan suatu perbuatanaktif
(handelen), dan delik omisi (ommissie delict), dimana seseorang mengambil
sikap tidak berbuat. Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat yang
adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana,atau untuk

adanya unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu:*'
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2. Tindak Pidana Pembunuhan
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap
jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan
(doodslag), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu
perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja

menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

! Op cit him. 67
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Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu
seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan
yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet
dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang
lain tersebut”. Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain
yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat
yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik
tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil*.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud
macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam),
menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik
dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa
diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah
unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan
(oogmerk) untuk mengadakan akibat™tertentu, atau sebagai keinsyafan
kemungkinan yang akan datangnya akibat itu(opzet bij mogelijk-
heidsbewustzijn). **Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang
lain belum timbulberarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat
dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan
tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan
harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian

seseorang.
2.2.2 Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana, menurut Simons, pidana
(straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). karena
dibandingkan dengan hukuman perdata dan hukuman administrasi negara,

hukuman pidana merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang

*? Ibid, h.187

2 R Suesilo. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta

2 Moeltjono asas-asas hukum pidana, cetakan kedelapan, edisi revisi ,(Jakarta, renika
cipta 2008),hlm 10
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paling berat dan hanya diadakan apabila hukuman dalam bidang-bidang lain

tidak memadai (ultimum remedium).*

Hampir sama dengan pidana, pemidanaan juga identik dengan
penghukuman. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pemidanaan
itu senonim dengan perkataan hukuman, yaitu “penghukuman berasal dari
kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau
memutuskan tentang hukumnya (berechten).” Sedangkan menurut Andi
Hamzah,menyatakan bahwa pemidanaan disebut sebagai penjatuhan pidana
atau penghukuman,dalam Bahasa Belanda disebut straftoemeting dan dalam

Bahasa Inggris disebut sentencing
a. Tujuan Pidana

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang

tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :
1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan
kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah

tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori
pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya pederitaan berupa
pidana terhadap seseorang. Beberapa teori diantaranya dapat disusun dengan

sistematika sebagai berikut *°:

1. Teori-teori Absolut, disebut absolut karena menurut teori-teori ini
pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut)menyusul

dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang

% Zuleha, A, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hal.1
® Pprof. Dr JurAndi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Perkembangannya (Jakarta .Softmedia. 2012). hlm 268-269
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melakukan kejahatan (quiapeccatum), bukannya untuk mencapai
suatu tujuan yang lain.

2. Teori-teori Relatif, disebut relatif karena teori-teori ini mencari
pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana.
Pidanadikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan
(nepeccetur)Teori-teori ini dapat dibagi atas :

a. Teori Prevensi Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada
masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang
dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain
(masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk
melakukan kejahatan.

b. Teori Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada
orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi
melakukan kejahatan.

3. Teori-teori Penyatuan atau Integratif, termasuk ke dalam kelompok
teori ini adalah pandangan Grotius (1583-1654) bahwa, kodrat
mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan
terkena derita (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan
beratringannya derita yang akan dikenakan tergantung pada
kemanfaatan sosial (aspek relatif)*’

b. Jenis-jenis Pidana

Dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang

menentukan bahwa pidana terdiri atas :
1. Pidana Pokok :

a. Pidana mati,

b. Pidana penjara,

c. Pidana kurungan,

d. Pidana denda,

7 Ibid. him 125

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accethd 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21



Markus Rezeki Siambaton - Kgjian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa....

e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan :
a. Pencabutan hak-hak tertentu,
b. Perampasan barang-barang tertentu,
c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat
gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di : tiang gantungan pada
leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
Pelaksanaan pidana mati kemudian diubah oleh UU Nomor 2 PnPs Tahun
1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau

peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.”®

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat,

asal saja terpisah (Pasal 28 KUHP).
Pidana penjara terdiri :
a. Pidana penjara seumur hidup,
b. Pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya :
1) Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
2) Boleh dikenakan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal :

a. Kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu,
atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu

tertentu, atau’’

b. Dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena

perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.

%8 1bid ,him 79
2 Ibid
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Pidana kurungan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lamal (satu) tahun.
Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (samenloop) atau
pengulangan (recidive) atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana

kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.

Dalam KUHP ada ditentukan minimum umum untuk pidana denda, yaitu
pidana denda paling sedikit Rp 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (Pasal
30 ayat 1), tidak ada maksimum umum untuk pidana denda. Jika pidana denda
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana
kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6

(enam) bulan.

Hukuman tutupan merupakan pengganti (altefnatif) terhadap pidana
penjara dalam hal tertentu disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun
1946.Menurut Bambang Waluyo, berlainan dengandengan pidana penjara,

pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila 30,

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara,mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana

tutupan,

2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud

yang patut dihormati

3% Op.cit halm 125
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Tempat Penelitian
3.1.1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah
diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar

proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut :

Bulan
Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar
No | Kegiatan 2020 | 2020 2020 2020 2021 2021 2021
. Seminar
' Proposal
5 Perbaikan
' Proposal
Acc
3.
Perbaikan
4, Penelitian

Penulisan
> Skripsi
Bimbingan
. Skripsi
7. | Seminar hasil
8. | Meja Hijau
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3.1.2. Tempat Penelitian
Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan JI.
Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah,

Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metode Penelitian
3.2.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian
yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder, seperti peraturan, perundang — undangan, keputusan
pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para
sarjana.3 !
Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang
terdiri dari :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dengan mengajukan pertanyaan kepadan narasumber yaitu Kajian
Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Tinjau dari aspek
kriminologi ( Studi Putusan No : 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn).
2. Data Sekunder
Data sekunder dapat bersumber dari bahan — bahan hukum
yang melengkapi hukum sekunder dan peraturan Perundang —
Undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini,
diantaranya :
a. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Makalah, jurnal hukum, dan tulisan IImiah.

3. Data Tersier
Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan

sekunder dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

*'http://idtesis.com,diakses pada Jumat 11 Oktober 2019, pukul 15.30 WIB
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3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari studi putusan
penelitian pada 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn. studi kasus adalah
penelitian tentang Kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan
ditinjau dari aspek kriminologi (Studi Putusan
2853/Pid.B/2018/PN.Mdn ) yang mengarah pada penelitian hukum
normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan
pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik

ilmu hukum yang normatif. *>

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

a. Library Research ( penelitian Kepustakaan ) yaitu
penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan,
yakni Undang — Undang, buku — buku, penelitian ilmiah,
Artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum, yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal
skripsi ini.

b. Field Research ( penelitian lapangan ) yaitu dengan
melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini
peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan
negeri Medan dengan mengambil putusan No.

2853/Pid.B/2018/PN.Mdn.

3.2.4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan
menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian
kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku,
sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah

maupun media massa, perundang — undangan dan wawancara.

32 Astri Wijayanti, Strategi penulisan hukum, Bandung, Lubuk Agung, 2011.Hal.163
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis
secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta — fakta
yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada
2853/Pid.B/2018/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui
sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Dalam Tindak
Pidana Pembunuhan Ditinjau dari aspek Kriminologi ( Studi Putusan
2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran

singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.3 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab
sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara
lain :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pembunuhan biasa pada
perkara Nomor 2851/Pid.B/2018/Pn.Mdn telah sesuai dengan ketentuan
hukum sebagai mana yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-Undang
Pidana tentang kejahatan nyawa dan penganiayaan , yakni pasal 338 kuhp
juncto pasal 351 ayat (3) kuhp telah sesuai dengan peraturan perundang -
undangan

2. Faktor kesalahpahaman terjadi . Faktor emosi yang labil , memiliki emosi
yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan
hati sering kali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukan
merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan
ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri
maupun orang lain

3. Terpenuhinya unsur-unsur bukti dalam pasal 338 yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan , dalam
perkara No. 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn dalam tindak pembunuhan biasa
diwilayah kota medan yang dilakukan terdakwa wajib mempertanggung
jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh
majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 14 (empat belas)

tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah)
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5.5 Saran

1.

Penerapan system hukum antara lain struktur hukum dan subtansi
hukum, budaya hukum merata dalam masyarakat sehingga penegakan
hukum dapat berjalan seimbang dalam upaya pencegahan tindak
pidana pembunuhan dalam masyarakat.

Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan diwilayah
kota medan perlu adanya edukasi yang diberikan pemerintah kedalam
masyarakat atau lingkugan keluarga, pendidikan moral, norma dan
social budaya , dan juga interaksi aparat penegak hukum dengan
edukasi regulasi mengajak masyarakat memberikan ilmu atau
pengetahuan tentang hukum , terkhususnya tentang tindak pidana

pembunuhan

3. Masyarakat harus lebih menyandari dampak dari tindak pidana

pembunuhan dan pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri, dan
Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-
tindakan  kejahatan  Peningkatan penyuluhan hukum  untuk
memeratakan kesadaran hukum kepada rakyat memahami konsep

hukum.
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